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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara memang perlu di perhatikan
sebagai suatau masalah yang sangat serius, karena dimasa era globalisasi saat ini kemiskinan membuat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. 
Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
	Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendekatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografi, gender, dan kondisi lingkungan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak cukupnya sumber ekonomi yang  menopang  kehidupan  masyarakat  disuatu  wilayah  atau  disuatu  Desa. Berdasarkan  UUD  1945  pasal  34  ayat  1  disebutkan  bahwa  “Fakir  miskin  dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga  dijelaskan  bahwa  “Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan tidak  mampu, sesuai dengan martabat manusia”.	
Merajuk pada permasalahan bantuan kemiskinan yang disalurkan belum tepat, pemerintah pusat tentu berperan dalam masalah kemiskinan yang ada, maka berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo melalui Rapat Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penaggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan ekonomi agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dimana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, ketepatan sasaran program serta mendorong inklusi keuangan.
	Untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan program – program diantaranya : (1). Program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), (2). Program berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM – MP), (3). Program perlindungan sosial yaitu seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
	Dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara non tunai maka dilakukanlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu program yang disalurkan secara non tunai adalah Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang merupakan menjadi upaya pemerintah dalam rangka mentransformasi Program Subsidi Rastra dimana memiliki beberpa permasalahan yang kompleks terjadi dalam pelaksanaannya. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.
	Peran dari pemerintah sangat diperlukan mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah  pembangunan  berkelanjutan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  hidup masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang  kesejahteraan  sosial  dimana masyarakat  harus  bisa  terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan kehidupan sosial agar masyarakat dapat hidup layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya.  Namun, pada  kenyataannya  masih  banyak  warga  negara  khususnya masyarakat Desa yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak.
	Permasalahan  kemiskinan yang  cukup  kompleks membuat penanganannya harus melibatkan semua pihak untuk bekerjasama dan melakukan koordinasi yang optimal. Program-program penaggulangan kemiskinan belum berhasil menurunkan angka  kemiskinan.  Hal  itu  tidak  terlepas  dari  pengaruh  program-progam penanggulangan  kemiskinan  yang  secara  terpadu  dan  berkelanjutan  berupaya untuk  menurunkan  angka  kemiskinan.  Salah  satu  program  pemerintah  yang termasuk dalam rangkaian upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah program bantuan pangan non tunai (BPNT). 
Bantuan pangan non tunai adalah bantuan dari program pemerintah yang diberikan  kepada  warga  miskin  di  Indonesia  dalam  bentuk  non  tunai  dari pemerintah  yang  diberikan  kepada  keluarga  penerima  manafaat  setiap  bulannya melalui  mekanisme  kartu elektronik  yang  digunakan  hanya  untuk  membeli kebutuhan  pangan masyarakat di E-Warong (Elektronik Warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BNI dan lain sebagainya.
Adanya  program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Sehingga  diharapkan  pelaksanaan  program  bantuan  pangan  non  tunai dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efesien.  Sasaran  program  bantuan  pangan  non tunai  ini  yaitu,  keluarga  penerima  manfaat  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki kompeten kesehatan, pendidikan dan  kesejahteraan  sosial.  Meliputi,  ibu  hamil,  anak berumur  0-6  bulan,  anak sekolah, lansia serta penyandang distabilitas.
Kabupaten Cirebon menjadi salah satu Kota yang menalurkan bantuan pangan non tunai khususnya di Desa Windujaya Kecamatan Sedong. Program bantuan pangan non tunai mulai dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018. Bantuan pangan non tunai di Desa Windujaya disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah sasaran pencairan dana bantuan sosial yang berupa bahan pangan atau uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- . Namun pendistribusian BPNT ini sering terjadi keterlambatan karena adanya permasalahan dari pusat, seperti 1 bulan tidak ada ada pencairan, maka pencairan bulan sebelumnya digabungkan dengan bulan berikutnya. karena efektivitas menunjukan, tercapai atau tidaknya suatu program yang  telah  ditetapkan  tersebut.  Efektivitas  sebagai  tingkat  perwujudan  sasaran yang menunjukan sejauh mana sasaran program dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas juga digunakan sebagai patokan untuk membandingkan antara proses yang  dilakukan  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  dicapai.  Suatu  program  dapat dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Sesuai dengan uraian dan pengamatan dalam program BPNT diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengukuran efektivitas agar program ini berjalan optimal dan indikator keberhasilan tujuan tercapai. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk proposal tentang BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong. Dalam hal ini penulis mengangkat judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penagguangan Kemiskinan di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian disusun sebagai berikut :
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?
2. Apa faktor – faktor penghambat efektivitas dalam pengelolaan BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan efektivitas dalam pengelolaan BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?


1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengatahui efektivitas pelaksanaan BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat efektivitas dalam pengelolaan BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengatasi hambatan efektivitas dalam pengelolaan BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu atau teori administrasi publik dan unttuk memperkaya literatur dalam bidang Adminitrasi Publik.
2. Kegunaan Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan saran atau sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, serta dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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